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ABSTRAK 

Rendika Chandra , 201410115170, Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan 

Pasal 167 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam sengketa 

Pesangon dan Pensiun Yayasan ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

1175K/PDT.SUS-PHI/2017 

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pelaksanaan Pasal 167 Ayat 2, Hak Pesangon 

Pekerja 

Ketenagakerjaan, di indonesia sering kali terjadi karena timbul suatu 

permasalahan contoh konrit seperti hak pesangon yang tidak sesuai dengan 

pelaksanaan pasal 167 ayat dua Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, permasalahan tersebut adalah pada putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 1175K/PDT.SUS-PHI/2017. Pada penelitian ini permasalahan yang akan 

di bahas adalah pelaksanaan pasal 167 ayat 2 terkait hak pesangon pekerja yang di 

phk oleh perusahaan, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1175K/Pdt.Sus-

PHI/2017 majelis Hakim persyaratan pesangon dan pensiun sebagaimana diatur 

dalam pasal 167 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak berlaku, 

oleh karena itu pemohon I, pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon V, 

pemohon VI, pemohon VII, pemohon VIII, pemohon IX. Pernyataan pesangon 

dan dana pensiun yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode 

penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data 

sekunder.  

Kesimpulan penelitian ini adalah hak pesangon pekerja yang seharusnya di 

kabulkan oleh majelis hakim yang berdasarkan pasal 167 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003  pada perkara peradilan hubungan industrial dalam putusan 

Mahkamah Agung nomor 1175K/PDT.SUS-PHI/2017. 
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ABSTRACT 

 

Rendika Chandra, 201410115170, Legal Certainty Against the Implementation 

of Article 167 Paragraph 2 of Law Number 13 Year 2003 In the dispute on 

Severance and Pensions of the Foundation (Case Study of Supreme Court 

Decision Number: 1175K / PDT.SUS-PHI / 2017 

 

Keywords: Legal Certainty, Implementation of Article 167 Paragraph 2, Workers' 

Severance Rights 

 

Employment, in Indonesia, often occurs because of a problem of examples of 

constraints such as severance pay that are not in accordance with the 

implementation of Article 167 paragraph two of Law No. 13 of 2003 on 

employment, the problem is on the Supreme Court decision Number: 1175K / 

PDT.SUS- PHI / 2017. In this research, the issue that will be discussed is the 

implementation of article 167 paragraph 2 related to workers' severance right in 

termination of employment by the company, in Supreme Court Decision Number 

1175K / Pdt.Sus-PHI / 2017 Judge of severance and pension requirements as 

regulated in article 167 paragraph (2) of Law Number 13 Year 2003 shall not 

apply, therefore, Petitioner I, Petitioner II, Petitioner III, Petitioner IV, Petitioner 

V, Applicant VI, Applicant VII, Applicant VIII, Applicant IX. The statement of 

severance and pension fund filed by the Applicant must be declared rejected. 

In this research using juridical-normative research method. The normative 

juridical research method is a library research on secondary data. 

The conclusion of this study is the severance of workers' severance which should 

be filed by a panel of judges based on article 167 paragraph 2 of Act No. 13 of 

2003 on industrial relations court cases in Supreme Court ruling number 1175K / 

PDT.SUS-PHI / 2017. 
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MOTTO 

“SUCCESS IS THE ABILITY TO GO FROM ONE FAILURE TO ANOTHER WITH NO LOSE OF ENTHUSIASM 

(Sir Winston Churcill, Great Britain Prime Minister On Wort War II) 

 

“KESUKSESAN ADALAH KEMAMPUAN UNTUK BERANJAK DARI SUATU KEGAGALAN KE 

GAGALAN  YANG LAIN TANPA KEHILANGAN KE INGINAN UNTUK BERHASIL” 
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